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MENTER! KEUANGAN
REPUGUK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 78/PMK.Ol(jtOB

TENTANG

PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

/'
\

Menimbang

Mengingat

a. bahwa ketentuan mengenai hubungan istimewa antara
pengusaha pabrik hasil tembakau dengan pengusaha pabrik
hasil tembakau Iainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 191jPMK.04j2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200jPMK.04j2008
Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk
Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil
tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan
negara dari upaya penghindaran tarif cukai, periu mengatur
kembali ketentuan mengenai hubungan istimewa antar pabrik
hasil tembakau dan menetapkan penggoiongan dan tarif
cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki Hubungan
Keterkaitan dengan pabrik Iainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Goiongan
Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik
Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);
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2. Peraturan Presiden' Nomor 24 Tahun . 2010 tentang
Kedudukan;·· Tugas, dan Fungsi Kerrienterian· Negara Serta
SusUnan Organisasi, Tugas, dan FungsiEseJon I Kementerian
Negara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI.· KEUANGAN '. TENTANG PENETAPAN
GOLONGAN'DAN TARIF CUKAI HASILTEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA pABIZIK·. HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN.

. SABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarri Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orangadalah orang pribadi atau badan hukum.

2. Pengusaha Pabrikhasil tembakau yang selanjutnya disebut
Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik
basil tembakau.

3. Hubungan Keterkaitan adalahhubungan pengusahaan antar
. pabrik hasil terribakaudari' aspek permodalan, manajemen
kunci, penggunaan bahan bakU: berupa tembakau iris (TIS),
danl atau hubungan keluarga..

4. Direktur adalahDirektur Cukai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Sea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Cukai.

6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Sea dan Cukai

7. Kantor Direktorat JenderalSea dan Cukai yang selanjutnya
disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukaiatau KantorPengawas8.)1 dan Pelayanan Bea dan Cukai
dilingkunganDirektorat Jerideral13eadanCukai.

8. Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-rriasirig jenis
hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen
pemesanan pita cukai.
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9. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi
dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung
berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu
tahun takwim sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB II

HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA
PENGUSAHA PABRIK

Pasal 2

(1) Pengusaha Pabrik yang memiliki keterkaitan dari aspek:
. a. permodalan;
b. manajemen kunci;
c. penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa

tembakau iris yang diperoleh dari Pengusaha Pabrik
lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling
sedikit 10% (sepuluh persen); danj atau

d. hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
dalam garis keturunan .1urus danjatau ke samping 2
(dua) derajat.

dianggap sebagai pengusaha yang memiliki Hubungan
Keterkaitan.

(2) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan
dari aspek permodalan, dalam hal:

a. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung
atau tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen)
pada pabrik lainnya;

b. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal langsung
paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada 2 (dua) pabrik
atau lebih pada masing-masing pabrik;

c. Terdapat 2 (dua) pabrik atau lebih yang modalnya paling
sedikit 20% (dua puluh persen) pada masing-masing
pabrik dimiliki oleh pihak yang sarna;

d. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik
lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan
merupakan pemegang saham terbesar dalam pabrik
tersebut;

e. Pengusaha Pabrik memiliki penyertaan modal pada pabrik
lainnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan
merupakan kreditur terbesar dalam pabrik tersebut; atau

f. Pengusaha Pabrik yang melakukan penjaminan terhadap
Pengusaha Pabrik lainnya dalam rangka peminjaman
modal.
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(3) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan
dari aspek manajemen kunci, dalam hal:
a. komisaris atau direksi suatu pabrik hasil tembakau

menjadi komisaris atau direksi pada pabrik hasil
tembakau lainnya dalam waktu yang bersamaan;

b. Pengusaha Pabrik yang berdasarkan anggaran dasar atau
perjanjian tertentu mampu menguasai suara mayoritas
dalam rapat pengurus pengusaha pabrik hasil tembakau
lainnya;

c. Pengusaha pabrik menjad·i komisaris atau direksi pada
pabrik hasil tembakau lainnya dalam waktu yang
bersamaan; atau

d. terdapat karyawan tertentu suatu pabrik hasil tembakau
berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur -dan menentukan kebijakan
finansial dan operasional pabrik hasil tembakau lainnya
dalam waktu yang bersamaan.

(4) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan
dari aspek bahan baku, yaitu penggunaan bahan baku
barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari
Pengusaha Pabrik lairmya yang mempunyai penyertaan
modal paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(5) Pengusaha Pabrik dianggap memiliki Hubungan Keterkaitan
dari aspek hubungan keluarga, yaitu Pengusaha Pabrik yang
memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping 2 (dua)
derajat dengan Pengusaha Pabrik lainnya.

(6) Dalam hal Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan badan hukum, maka yang dianggap
PengusahaPabrik adalah pemegang saham paling sedikit
20% (dua puluh persen), komisaris, direksi, dan/at!l-u
karyawan tertentu yang berdasarkan kontrak atau perjanjian
mempunyai kewenangan untuk mengatur dan inenentukan
kebijakan finansial dan operasional pada pabrik tersebut.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN
PENGUSAHA PABRIK YANG MEMILIKI HUBUNGAN

KETERKAITAN DENGAN PENGUSAHA PABRIK LAINNYA

Pasal3

Pengusaha Pabrik ditetapkan memiliki Hubungan Keterkaitan,

dalam hal:
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a. Pengusaha Pabrik yang bersangkutan menyatakan diri

memiliki Hubungan Keterkaitan dengan Pengusaha
Pabrik lainnya disertai bukti-bukti pendukung; atau

b. hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai atas indikasi,
membuktikan adanya Hubungan Keterkaitan Pengusaha

'Pahrik .. '

Pasal4

(1) Pernyataan memiliki Hubungan Keterkaitan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 huruf a, disampaikan kepada:
a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah

Kantor Wilayah yang sama; .
b. Direktur apabila pabrik berada di bawah Kantor Wilayah

yang berbeda.
(2) Atas pernyataan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
rrienyampaikan Surat Keputusan Penetapan Hubungan
KeterkaitanPengusaha Pabrik dengan Pengusaha Pabrik

lair:mya .: m~;I1ggunakari contoh format sebagaimana
d;tetapk'an dala~Lamp;t~ri IV .yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal5

(1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
dilakukan terhadap Pengusaha Pabrik yang memiliki
indikasiadanya Hubungan Keterkaitan derigan Pengusaha

Pabrik lainnya.
(2) Untuk mendapatkan indikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap
kegiatan Pengusaha Pabrik yang berada dalam wilayah
pengawasannya.

. (3) Penelitian se1Jagaimana dimaks~d pada ayat (2) harus
disertai dengan bukti-bukti, yaitu:
a. Dokumen Cukai atau dokumen pelengkap cukai;

b. laporan hasil penyelidikan;
c. Laporan Hasil Audit; atau
d. bukti ternuart 'lainnya, bei:upa catatari, buku, surat, dan

dokumen lain.
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(4) Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya indikasi
Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
dengan Pengusaha. Pabrik lainnya, Kepala Kantor
memberitahukan kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah apabila pabrik berada di bawah

KantorWilayahyangsama; atau,
b~ Di~ekturapabilap~brikb~radadi bawah Kantor Wilayah

yang berbeda.

Pasal6

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
melakukan penelitian lebih lanjut.

(2) Penelitian· sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat·
dilakukan rrielalui audit.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, Kepala
Kantor Wilayah atau Direktur memperoleh kesimpulan
sementara bahwa Pengusaha Pabrik memiliki Hubungan
Keterkaitan, maka· hqsil penelitian tersebut disampaikan
k~padaPengusaha Paptlk. yangbersangkutan dengan
menggu~akari. contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini untuk mendapatkantanggapan.

(4) Tanggapan atas kesimpulan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pengusaha Pabrik
dalamjangka wa!<tu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya surat pemberitahuan.

(5) Dalam hal Pengusaha Pabrik tidak mel1yampaikan
tanggapan dalam jangka ~aktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pengusaha Pabrik dianggap menerima.

(6) Dalam hal Pengusaha Pabrik menolak kesimpulan
sementara sebagaimi;l.na dimaksud pada ayat (3), Kepala

.. K<lntor Wilayah .at;:i.u Direktur melakukan pembahasan akhir
dengan Pengusaha Pabrik y;rtgbersa,ngkutan

(7) Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam risalah
pembahasan akhir dan dibuatkan berita acara pembahasan
akhir, rrienggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(8) Pengusaha Pabrik dianggap menerima· kesimpulan
. sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:

a. Peng1isaha Pabrik atau kuasanya tidak menghadiri
pembahasan akhir;

b. Pengusaha .. Pabtik atau

pembahasan akhir tetapi
pembahasan akhit; atau·.

c.· Pengusaha Pabrik atau kuasanyamenghadiri
pembahasan akhir tetapi tidak menandatangani berita
acara pembahasan akhir.

(9) Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan Surat
Keputusan Penetapan Hubungan Keterkaitan, dalam hal:
a. Pengusaha Pabrik menerima hasil kesimpulan sementara

. sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. Pengusaha Pabrik tidak menyampaikan tanggapan daJam
. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

. c. Pengusaha Pabrik menerima hasil pembahasan akhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau

d. Pengusaha Pabtik dianggap menerima hasil kesimpulan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Surat Keputusan Penetapan Hubungan. Keterkaitan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada
masing-masing Pengusaha Pabrik dan Kepala Kantor terkait
dengan menggunakan contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Dalam hal berdasarkan hasil pembahasan akhir tidak

terbukti bahwa Pengusaha Pabrik memiliki Hubungan
Keterkaitan, Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
menyampaikan hasil pembahasan akhir tersebut kepada

Kepala Kantor yang menemukan adanya indikasi Hubungan
Keterkaitan dan masing-masing Pengusaha Pabrik.

Pasal7

(1) Pengusaha Pabrik dapat mengajukan permohonan untuk
dilakukan pencabutan penetapan Hubungan Keterkaitan
dengan Pengusaha Pabrik lainnya kepada Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur melalui Kepala Kantor, dengan

disertai:
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a. Pern,yataan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Larhpiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan '

b. bukti-bukti pendukung.

(2) Atas permohonan PengusahaPabrik sebagaimana dimaksud
,pada ayat (I), Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
melakukan penelitian lebih lanjut.. '

(3) Dalam hal' hasil penelitiari. lebih lanjut terbukti bahwa
Pengusaha Pabrik masih memiliki Hubungan Keterkaitan,

,Kepala Kantor Wilayah atau Direktur menyampaikan surat
penolakan kepada Pengusaha Pabrik yang bersangkutan.

(4) Dalam halhasil penelitian lebih lanjut terbukti bahwa,
Pengusaha Pabrik tidak lagi memiliki 'Hubungan
Keterkaitan, "Kepala Kantor' Wilayah, atau "Direktur

menyampaikan Surat Keputusan Pencabutan Penetapan
, Hubungan Keterkaitan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau
dengan menggunakan contohformat sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

, '

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BABIV

PENGGOLONGAN DAN TARIF' CUKAI PENGUSAHA PABRIK
YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN

Pasal8

(I) Pengusaha Pabrik dikelompokkan dalam golongan pengusaha
berdas'arkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil
tembakau, ,sesuai, Batasan Jumlah Produksi Pabrik hasil
tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tarif cukai hasil tembakau,

(2) Penggolongan Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan
Keterkaitan dihitung atas masing-masing jenis dan jumlah
Produksi Pabrik hasil tembakau didasarkan atas gabungan
dokumen pemesanan pita cukai semua pabrik yang memiliki
Hubungan Keterkaitan di seluruh lokasi pabrik.
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..
(3) Dalam hal jumlah Produksi. Pabrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2). telah melampaui Batasan Jumlah Produksi
Pabrik hasi.ltemb:;ikaiYdalarn. tahun takwim yang. sedang
b.erjalan, Kepala' Kantorrrielakukan penyesuaian kenaikan
golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif cukai hasil
tembakau.

Pasal9

(1) Dalam hal Pengusaha Pabrik memiliki Hubungan Keterkaitan,
untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per
batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau
ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:

a. harga jual eceran da)am golongan tersebut dalam hal
harga jual eceran atasmerek yang dimiliki tidak lebih
rendah dari ketentuan harga jual eceran minimum dalam
golongan tersebut; atau

b .. harga' juai- ecerari .minimum dalam' golongan tersebut
. dalam hal.harga jual eceran atas merek yang dimiliki lebih
rendah dari ketentuan harga jual eceran minimum dalam
golongan tersebut.

(2) Penetapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku 1 (satu) kal.i pada saat penetapan Hubungan
Keterkaitan, .dan penetapan berikutnya mengikuti ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 10

Pengusaha . Pabrik sama dengan
ditetapkan memiliki . Hubungan

telah dicabut penetapan
Pengusaha Pabrik dapat

Pabrik
maka

Dalam hal Pengusaha
Hubungan Keterkaitan,
mengajukan permohonan:

a. penurunan golongan
golongan: sebelum
Keterkaitan.

b. penyesuaian tarif cukai dengan ketentuan:

1. harga jual eceran dengan harga jual eceran sebelum
ditetapkan memiliki I-Iubungan Keterkaitan sepanjang
harga jual eceran tersebut tidak lebih rendah dari
ketentuan tentang tarif cukai hasil tembakau yang
berlaku;dan

2. tarif cukai berdasarkan ketentuan tentang tarif cukai
hasil tembakau yang berlaku, sesuai golongan sebelum
ditetapkan memiliki Hubungan Keterkaitan.
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Pasal 11

(1) Kepala Kantor dapat langsung menetapkan kembali tarif
cukai hasil tembakau atas suatu merek hasil tembakau
terhadap Pengusaha Pabrik yang telah ditetapkan memiliki
Hubungan . Keterkaitan tanpa harus menunggu 6 (enam)
bulan berturut-turut tidak memesan pita cukai.

(2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau atas suatu
merek hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) juga harus
inemenuhi ketentuan:

a. tarif cukai hasil tembakau atas merek tersebut tidak boleh
lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang terakhir
ditetapkan; dan

b. harga jual eceran yang diberitahukan sekurang­
kurangnya sarna dengan harga jual eceran yang terakhir
ditetapkan atau diberitahukan.

Pasal 12

(1) Penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau
dilakukan oleh Kepala Kantor setelah Kepala Kantor Wilayah
atau Direktur menetapkan Keputusan Penetapan Hubungan
Keterkaitan, yang mengakibatkan perubahan golongan dan
tarif cukai hasil tembakau.

(2) Pemberlakuan penetapan golongan dan tarif cukai hasil
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak
Hubungan Keterkaitan paling lama sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini.

(3) Pengusaha Pabrik dapat menggunakan pita cukai dengan
tarif sebelum penetapan golongan dan tarif cukai hasil
tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan.
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BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Seluruh Pengusaha Pabrik harus menyatakan memiliki atau
tidak memiliki Hubungan Keterkaitan kepada Kepala Kantor
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini, dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pengusaha Pabrik yang tidak menyampaikan pernyataan
sebagaimana dimaksud· pada ayat (1) akan dilakukan
pemeriksaari oleh Kepala Kantor.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pasal 14

Kepala Kantor wajib melakukan penagihan atas kekurangan
perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya,
yang pelaksariaan pemungutannya dibebankan kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang terjadi akibat
penetapan Hubungan Keterkaitan.

PasalI5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal
2IA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19IjPMK.04j20IO
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
200jPMK.04j2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan,
Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PasalI6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,
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ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya
I<EPALA BIRO UMUM
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LAMPIRAN I
PERATURAN-MENTERI KEUANGPN
NOMOR- ,lJ /PMK.O II /2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARlF CUKAI. HASIL
TEMBAKI\U . TERHADAP
PENGOSAHA PABRII( HASIL
TEMBAKI\U YANG MEMILIKJ
'HUBUNGAN I<ETERKAITAN

MENTERII<EUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

/"
~f.. ~
\ .,,,,-,, . ­
\ l"\ ,./, l' \

~
f.'?' ' r I
~ ..;~\'.·i

\ ':;;'~'l !
I,;_••.• ~.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLlKINDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

· (1) .

Nomor . (3) . ......... (2) .

...... (4) ..
·, .. ,.•.(5) .

...... (6) .

KESIMPULAN SEMENTARA HASIL PENELITIAN

HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASILTEMBAKAU

Yth.
Nama
NPPBKC·
Alamat

Berdasark'-,n hasil penelitian, dengan ini Kami sampaikan kesimpulan sementara
bahwa perusahaan Saudara memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek
permodalanj manajemen kunci/ penggunaan bahan baku berupa tembakau iris
(TIS)/ hubungan keluarga*) deng::m Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:
1. Nama Pabrik (7) ..

NPPBKC (8) .
Alamat (9) .
Terhitung Mulai (10) ..
Nama Pabrik (7) ..
NPPBKC (8) .
Alamat '. . : (9) .
Terhitung Mulai (10) ..

2.

dst.
Pengusaha Pabrik sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: ........ (ll) ...... , produksi pahriknya digabung sebagai satu kesatuan
golongan pabrik.

Tanggapan atas kesimpulan sementaraini dapat disampaikan dalam jangka
7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima. Apabila dalam jangka waktu terse but
Saudara tidak menyatnpaikan keberatan, Kami anggap bahwa Saudara menerima
kesimpulan sementara ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

· Kepala Kantor
· Wilayah/Direktur*),

..

.... (12) ......
NIP ...... (13).~ ....

Tembusan:
1. ...... (14).

r'':::lt':::lt':::lT''l'



MENTEn! KEUANGAN
flEPUOUI( INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai

Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat

Diisi nomor surat
Diisi pimpinan pabrik penerima surat

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat

Diisi alamat pabrik penerima surat

Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi NPPBKC pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi masing-masing tanggal, bulan, dan tahun Hubungan
Keterkaitan mulai terjadi

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
Penetapan Golongan Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan
Keterkaitan
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat, antara lain:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SaIinan sesuai dengan asIinya

KEPALA B)lJ,%U,f1:g.0~,
Lj,tb,··· ~: ~

KEPAL.4et':fuAN T.v.kE~ENTERIAN
II .. _ \

.4i ~ f BIRO U~IU" \ .J\I
'~:\ 'II • ----" .

GIART0~ \, ./ II
NIP 195~~n~~~('l"i

AGUS b.w. MARTOWARDOJO
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLII< INDONI::SIA

LAMPIRAN Il
PERATURANOMENTERI KEUANGAN
NOMOR· 1D /PMK.OIl/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAlJ TERHADC'
PENGUSAHA PAl3RIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILIlG
HUBUNGAN KETERKJlITAN

/r'~", .:;.-,.«,. I il'., ~,

~
'-"\1""1-", \I''';;~

~.,;r~~'

- 2 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

...(1) ....

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR

Temuan

Kriteria

Tanggapan Pengusaha
Pabrik
Pendapat Kepala Kantor
Wilayahl Direktur Cukai
Kesimpulan

...... (2) .

...... (3) .

..... (4) .

..: .(5).

..... (6) .....

DemiK;an risalah ini dibuat dengan sebenatnya dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan Akhir dan ditandatangani oleh:

Pimpinan/Kuasa*) ..... (8) ......

, (9) .
.. (10) ..

Pirripinan/Kuasa*) ..... (8) .....

..... (9) .

.... .(10) .

Catatan:
*) Coret yang tidal< perlu

..... (7) .
Kepala: Kantor Wilayahl Direktur *)

.. ... ~(ll) .
NIP · (12) .

.. .... (13) .....

.. (14) .. , ...
NIP (15) ..

'/.



MENTEni I<EUANGAN
I1EI'UDLlI( INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
yang melaksanakan pembahasan akhir

Diisi uraian temuan adanya Hubungan Keterkaitan dengan
Pengusaha Pabrik lainnya

Diisi peraturan yang menjadi dasar temuan

Diisi sanggahan Pengusaha Pabrik atas temuan

Diisi pendapat Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai
atas sanggahan Pengusaha Pabrik

Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir

Diisi lokasi dan tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya
pembahasan akhir

Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir

Diisi nama lengkap pimpinan atau kua.sa pabrik yang
melaksanakan pembahasan "lkhir

Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir

Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir

Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti
pembahasan akhir
Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah
atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO~.lJ;M{JM

~- ~

KEPAL;{:;~iNT~. '~~~~ENTERI
1l" 'I \ \Lif· , .
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AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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LAMPIRAN 1II
PERATURAN,. MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 78 /PMK.Oll/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARIF CUKAl HASIL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILIKl
HUBUNGAN KETERIWTAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

•
- 3 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

...... (1) ......

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR
Nomor :..... ( 2 ).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun (3), bertempat
di (4), kami:

I ...7;i... I· .~:.~ . I .. ~~r. 1 ~~.~;~.~ I
. Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindak lanjut adanya Pengusaha

Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan/ manajemen
. kunci/ penggunaan bahan baku berupa tembakau iris (TIS)/ hubungan keluarga*)·

dengan Pengusaha Pabrik lainnya yaitu:

1. Nama Perusahaan . . ( 9 ) .
Alamat (10) .
NPPBKC (11) .

2. Nama Perusahaan : ( 9 ) .
Alamat (10) .
NPPBKC : (11) .

dst.

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Pengusaha Pabrik :
1. Nama : (12) .

Jabatan : (13) .
2. Nama (12) .

. Jabatan : (13) .
dst.

Wilayah/Kepala Kantor
Direktur*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dilampiri risalah
pembahasan akhir.

Pimpinan/ Kuasa*) ..... (14) .....

...... .(15) .

....... (16) .
....... (17) .
NIP (18) .

Pimpinan/ Kuasa*) ..... (14) .....

•..... .(15) .
....... (16) .

. (19) .

... (20) .
NIP (21) .

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu



MENTEnJ KEUANGAN
REPlJGLlI( INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

. Nomor (17)

Nomor (18)

"1'omor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi nomor berita acara pembahasan akhir
Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembahasan akhir
Diisi lokasi pembahasan akhir
Diisi nomor urut
Diisi nama lengkap pejabat yang melaksanakan pembahasan
akhir
Diisi NIP pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi jabatan pejabat yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi alamat pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi NPPBKC pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi nama pemilik pabrik atau kuasanya yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi jabatan pemilik pabrik atau kuasanya yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi nama pabrik yang melaksanakan pembahasan akhir

Diisi nama lengkap pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi jabatan pimpinan atau kuasa pabrik yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melaksanakan pembahasan akhir
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai yang
melaksanakan pembahasan akhir
Diisi Jabatan Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir
Diisi nama lengkap pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan
akhir
Diisi NIP pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah
atau Direktur Cukai untuk mengikuti pembahasan akhir

Salinan sesuai dengan 'ilslinya
KEPALA B6RO >M:-~~

U b #':e"'~'o, C'C' ~
• ''/'......¥;.(..v... '. ,,'

KEPALAl'1~~:3M'NTERTAN

~ ( SIRO UIW~l ) )

GIARTO \ ~- ; I.

NTP 1959~~~~~~;~~~~~l
---~=:::::::::::=:.-:;...-'

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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LAMPlRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR- 1~ /PMKOll/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARlF CU!(AI HASIL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBA!(AU YANG MEMILIJ(]
HUBUNGAN KETERI(AITAN

MENTERI KEUANGAN
REr'UBlIl< INDONESIA

- 4 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN """," ,(1),,,,,,,,,,,,,

NOMOR ,: ... " ... (2)"""" ... ·

TENTANG

PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA "" " .. ,.(3) .. ,.".,,,.,,. DI " , (4) .

Menimbang' a.Bahwa' petn(:gang Nomor pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) atasnanl:a .... ,.:(3), .. " .. , di .. ,.. ,,,(4) .. :,,,,
memiliki Hubungari Keterkaitan dari aspek permodalan,
manajemen kunci, penggunaan bahan baku berupa
tembakau iris (TIS), danl atau hubungan keluarga;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam 'huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang
Penetapan Hubungari Keterkaitan Pengusaha .Pabrik Hasil
Ten1bakauAtas Nama .... : ... (3) ..... :.... di ......... (4)" .. ",,:.,

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor. '105, ,Tambahan Lembaran Negara
Republildndonesia Nomor 4.755);

.2. Peraturan Presiden· Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas,' dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor " .. " ... tentang Penetapan
Golongan Dan Tarif. Cukai HasiI Tembakau Terhadap
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan
Keterkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN ." ... :.(1) .. """.,,, TENTANG PENETAPAN
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU ATAS NAMA ".(3)" " DI (4) " .

,i.

PERTAMA Menetapka,n ,'bahwaP(:ngusaha: Pabrik dengan Nomor' Pokok
Pengusaha Barang Keha Cukai (NPPBKC) .. " ..... (5) ... "" ..
memiliki Huburigan Keterkaitan dengan Pengusaha Pabrik
lainnya, yaitu: .

~~

KEMENKEU
Rectangle



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1.

2.

dst.

Nama pabrik
NPPBKC
Alamat
Terhitung mulai
Nama pabrik
NPPBKC
Alamat
Terhitung mulai

........... (6) ..

........... (7) .

........... (8) .

........... (9) .
, (6) .
,.. , (7) ,..
........... (8) .
... , (9) .

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penjelasan atas adanya Hubungan Keterkaitan sebagaimana
dimaksud diatas adalah sebagaimana tercantum dalam:
.......... (10) ..........
Pengusaha Pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan dengan
Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya disatukan
menjadi satu kesatuan golongan Pengusaha Pabrik.
Keputusan Kepala. Kantor Wilayah/ Direktur*) ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor

Wilayah)
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktur AUdit;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Kepala Kantor Wilayah...... (ll) ...... ; (apabila yang

menetapkan Direktur Cukai)
7 (12) ..
Asli Keputusan irii disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (13) ..
Pada tanggal : : (14) ..
.............. (15) .

.............. (16) .
NIP (17) ..

Catatan:
*) Caret yang tidal{ perlu

u
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MENTERlI<EUANGAN
REPUDLlI< INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

, Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

\lomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
Diisi nomor surat keputusan
Diisi nama pabrik penerima surat keputusan
Diisi kota pabrik penerima surat keputusan
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat keputusan
Diisi nama pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi alamat pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan

Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan mulai
terjadi
Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara danjatau
berita acara pembahasan akhir, beserta risalahnya atau hasil
pertelitian atas permohonan untuk dinyatakan tidak' memiliki
Hubungan Keterkaitan
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang
memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai danjatau
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
membawahi pabrik yang memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi kota tempat penetapan surat keputusan
Diisi tanggal penetapan surat keputusan
Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR@"'tmlUM,

,?/ i.,'""' . , ......
u 1f.', .. ;.--~ " "'.
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MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDoNESIA
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LAMPlRAN V
PERATURAN NENTERI KEUANGAN
NOMOR- 1& /PMKOll/2013
TENTANG PENETAPAN GOWNGAN
DAN TARIF CUIW HASIL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILIKI
HUBUNGAN KETERKAITAN

. Menimbang

Mengingat

MeneLdpkan

PERTAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN (1) .

NOMOR (2) .

TENTANG

. PENCABUTAN PENETAPAN HUBUNGAN KETERKAITAN
PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA :.. (3) , or .......(4) .

a. Bahwa pemegang ·Norrtor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) atasnama .... ,.(3), .. , ... di .... ,,,.(4) ........ tidak
lagi memiliklHubungan Keterkaitan dari aspek perrrtodalan,
manaJemen kunci; penggunaan bahan baku berupa
tembakau iris (TIS), danl atau hubungan keluarga dengan
Pengusaha Pabrik lainnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang
Keputusan Penetapan· Hubungan Keterkaitan Pengusaha
PabrikHasil Tembakau Atas Nama (3) ..
di (4) : ..

1. Undang-Undang Nomcir 11 Tahun· 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Urtdang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun. 2001· Nomor 105.. Tambahan Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi. Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomdr ......... tentang Penetapan
Golongan ban Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap
Pengusaha Pabrik Basil Tembahm Yang Memiliki Hubungan
Keterkaitan .....

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN (1)............ TENTANG PENETAPAN
HUBUNGAN KETERKAITAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU ATAS NAMA (3) or (4) .
Menetapkan bahwa Pengusaha Pabrik dengan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKCj (5) tidak
lagi memiliki Hubungan Keterkaitari. dengan Pengusaha Pabrik
lainnya, yaitu:

::

~t
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1.

2.

·dst.

Nama pabrik
NPPBKC

..Alamat .
Terhitung mulai
Nama pabrik
NPPBKC
Alamat
Terhitung illulai .

........... (6) : .

.......... (7) .

. , (8) .

.......... (9) .

......... (6) .

........... (7) : .

........... (8) .

.. ...•... , (9) ·

........... (13) ..
.. (14) .

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penjelasan .atas .. tidak·: .adanya Hubungan' Keterkaitan
. sebagaimami. dimakslid di Mas adalah sebagaimana tercanturn

dalam: (10) .
Pengusaha Pabrik yang tidak lagi memiliki keterkaitan dengan
Pengusaha Pabrik lainnya, jumlah produksinya dihitung untuk
masing-masing pabrik.
Keputusan Kepala Kantor! Direktur*) . Ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan in! disampaikankepada : .
1. . Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai; (apabila yang menetapkan Kepala Kantor

Wilayah)
3. Direktur Penindakandan Penyidikan;
.4. Direktur Audit;
5. Direktur Informasi Kepabeanandan Cukai;
6 .. Kepala Kantor Wilayah (11) :; (apabila yang

menetapkan birektur Cukai) . . . ...
. 7 (12) .
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal.
....... ,., .... (.15) •. :..... ,....•.

.......... (16) .. , .
NIP , (17) .

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

~L
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MENTEnllCEUANGAN
REPlJ8L1IC INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

Diisi kop surat Kantor Wilayah DJBC atau Direktorat Cukai
Diisi nomor surat keputusan
Diisi nama pabrik penerima surat keputusan
Diisi kota pabrik penerima surat keputusan
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik penerima surat keputusan
Diisi nama pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan
Keterkaitan
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi alamat pabrik yang tidak lagi memiliki Hubungan
Keterkaitan
Diisi tanggal, bulan, dan tahun Hubungan Keterkaitan
berakhir
Diisi surat yang menyampaikan kesimpulan sementara
dan/ atau berita acara pembahasan akhir beserta risaIahnya
atau hasil penelitian atas permohonan untuk dinyatakan
tidak memiliki Hubungan Keterkaitan.
Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi pabrik yang
memiliki Hubungan Keterkaitan
Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
dan/atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang membawahi pabrik yang memiliki Hubungan
Keterkaitan
Diisi kota tempat penetapan surat keputusan
Diisi tanggal penetapan surat keputusan
Diisi jabatan lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai yang melakukan penetapan surat keputusan
Diisi nama lengkap Kepala Kantor Wilayah atau Direktur
Cukai
Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Cukai

Salinan sesuai dengan ?-slinya
KEPALA BIRO UMUM

b~~'~
u. /~-::-(;.~~·;~r,Af,!ir.;;:~~

KEPALA/!Bt¥G.IA~t~tT... ~EMENTERIAN
'I ,~}II" --" .. ' \\

LJI/,?~I " \''~I ,.,II ::! I BIRO lJIi1lHiI 1

~~~~.{(~_9!~~-~
~~, '1[;':1i<iH ~~' "I:~

~:.--~ _-=:-7

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

~~
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LAMPlRAN VI
PERATURAN MENTERl KEUANGAN
NOMOR- 1S /PMK.OlI/2013
TENTANG PENETAPAN GOLONGAN
DAN TARJF CUKAI HASlL
TEMBAKAU TERHADAP
PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU YANG MEMILlJG
HUBUNGAN KETERKJ\lTAN

MENTI'nII(EUANGAN
REPUBUI( INDONESIA

- 6 -

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawab ini:

Nama

Jabatan

Alamat

PimpinanjKuasa dari

Nama Pabrik

NPPBKC

NPWP

Alamat Pabrik

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami memilikijtidak memilikij

sudah tidak lagi memiliki*) Hubungan Keterkaitan dari aspek permodalan, manajemen

kunci, penggunaan baban baku berupa tembakau iris (TIS), danjatau hubungan keluarga

dengan Pengusaha Pabrik lainnya, yaitu:

No. Nama Pabrik NPPBKC Alamat Pabrik Sejak

1.

2.

dst.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian

hari terdapat kesalaban atau temuan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Surat

Pengusaba Pabrik

Materai

Ttd

Catatan:
*) caret yang tidak perlu

I

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

•

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO-.\:;JMUM'..,",

//;"--t,~\l;' -, .' ... ~..

u.b;7~;· ;::---- .~\
/... ..

KEPALA/t.AGIAN T.U. KEMEJNTERIAN

~
/.f--- .\It. \

\\ : ( BIRO VI,'., ;!I
GlARTO ~' s:: .../ /'
NIP 1959~~'2:0W84Q2'l:QJ~).t.'l

. <fARI'! 1"'.1.1 ",'
,0( .. t.. ,::;:.

--..,;._:;;::.

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO


